[bookmark: _Hlk161306910]HARI :  PERTEMUAN KE 2 
[bookmark: _Hlk67755718]ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

RUANG LINGKUP ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
1. [bookmark: _Hlk67758141][bookmark: _Hlk67920080]Administrasi Negara : Embrio Administrasi Pembangunan
Administrasi Pembangunan merupakan embrio Administrasi Negara, karena Administrasi Pembangunan berasal dari perkembangan Ilmu Administrasi Negara.

2. [bookmark: _Hlk67758498]Perkembangan Administrasi Negara kearah Administrasi Pembangunan
Menitik beratkan pada dua hal :
Pertama, administrasi bagi negara-negara yang sedang berkembang atau yang sedang mengalami perubahan
Kedua, perhatian pada masalah interelasi (antar-hubungan) antara administrasi sebagai ilmu dan administrasi sebagai praktik pada bidang-bidang kehidupan yang lain.

3. Ciri, Perumusan, dan Ruang Lingkup Administrasi Pembangunan
a. [bookmark: _Hlk67920990]Orientasi ditunjukan pada usaha kearah perubahan keadaan yang dianggap lebih baik. Bahkan administrasi pembangunan dimaksudkan untuk membantu dan mendorong perubahan besar (basic changes) di berbagai kegiatan/bidang kehidupan yang saling berkaitan dan memberikan hasil akhir dalam proses pembangunan.
b. Pendekatan administrasi pembangunan adalah perbaikan dan penyempurnaan administrasi dikaitkan dengan aspek perkembangan pada bidang lain, seperti ekonomi, sosial, politik, dan lain-lain.

Menurut Sondang P. Siagian (2007)
Secara garis besar ruang lingkup Administrasi Pembangunan adalah :
1. [bookmark: _Hlk97762766]Penyempurnaan Administrasi Negara (the development 
administration)
2. Penyempurnaan Administrasi Perencanaan dan pelaksanaan 
Pembangunan (the administration of development).

4. Peranan dan Fungsi Pemerintah dalam Pembangunan Berencana
Perencanaan serta fungsi pemerintah terhadap perkembangan masyarakat tergantung pada beberapa hal berikut :
a. Falsafah hidup kemasyarakatan dan falsafah politik masyarakat
Pertama, negara memberikan kebebasan yang cukup besar pada masyarakat, sehingga pemerintah tidak turut mencampuri kegiatan masyarakat
Kedua, negara turut mencampuri kegiatan masyarakat sehingga kebebasan masyarakat untuk mandiri sangatlah kecil
b.  Peranan serta fungsi pokok pemerintah dalam pembangunan berencana, yaitu sebagai stabilisator dan pengawas terhadap pembangunan sehingga berguna untuk kesejahteraan (sosial-ekonomi) masyarakat
c. Peranan serta fungsi pemerintah dalam pembangunan nasional di Indonesia, telah dijelaskan UUD 1945

5. [bookmark: _Hlk67758433]Administrasi bagi Pembangunan Nasional
a. Pembangunan Nasional secara Berkala
Pokok pembangunan nasional adalah suatu usaha perubahan dan pembangunan dari keadaan dan kondisi kemasyarakatan tertentu pada suatu keadaaan dan kondisi kemasyarakatan yang dianggap lebih baik (lebih diinginkan). 
[bookmark: _Hlk97764172]Menurut Bintoro Tjokroamidjojo (1984), secara historis, masyarakat dapat diklasifikasikan menjadi :
1. [bookmark: _Hlk97764518][bookmark: _Hlk97764268]Masyarakat yang masih bersifat tradisional;
2. Masyarakat yang bersifat peralihan;
3. Masyarakat yang sudah bersifat maju.
b. [bookmark: _Hlk67758542][bookmark: _Hlk97764210]Perencanaan dan Administrasi Pembangunan
[bookmark: _Hlk97765630]Menurut Bintoro Tjokroamidjojo (1984), dimensi dalam perencanaan Administrasi Pembangunan yang operasional adalah :
1. Berorientasi untuk mencapai suatu tujuan;
2. Berorientasi pada pelaksanaannya;
3. Pemilihan dari berbagai alternatif mengenai tujuan-tujuan yang lebih diinginkan serta perspektif waktu ;
4. Perencanaan merupakan suatu kegiatan kontinu dari formulasi rencana dan pelaksanaannya.
c. Penyempurnaan Administrasi untuk Pelaksanaan Pembangunan
Perbaikan dan Penyempurnaan administrasi negara dapat dilakukan dengan dua pendekatan  ;
1. Usaha perbaikan dan penyempurnaan secara menyeluruh. Dalam hal ini, pendekatan ditekankan pada perbaikan dan penyempurnaan dengan konteks yang lebih luas, yaitu mencakup seluruh bidang, tidak hanya bidang-bidang yang strategis.
2. Perbaikan dan penyempurnaan administrasi dilakukan secara sebagian-sebagian. Pendekatan ditekankan pada perbaikan dan penyempurnaan pada bidang-bidang strategis, yang kemudian diharapkan berkembang dan memperluas pada bidang penyempurnaan administrasi negara lainnya.
d. [bookmark: _Hlk97765599]Pertimbangan Ekonomis Pelaksanaan Administrasi Pembangunan
Dalam pelaksanaan Administrasi Pembangunan, Menurut Bintoro Tjokroamidjojo (1990), terdapat pertimbangan ekonomis sebagai dasar pertimbangan. 
Beberapa hambatan yang menjadi pertimbangan ekonomis dalam pelaksanaan administrasi, yaitu sebagai berikut :
1. Tidak ada motif untung dan kemungkinan bangkrut maka ada kecenderungan suatu operasi pemerintahan kurang efisien dibandingkan dengan operasi swasta;
2. Masih sering terdapat paternalism dan spoil politik ataupun pribadi dalam administrasi negara sehingga hal ini juga menyulitkan pembinaan efisiensi;
3. Adanya gejala empire building, yaitu suatu usaha untuk memperluas birokrasi yang sebetulnya mungkin tidak meningkatkan hasil;
4. Berkembangnya prosedur menjadi berbelit-belit dan panjang karena memenuhi ketentuan berbagai badan administrasi secara tidak konsisten.

Pengertian administrasi pembangunan 
[bookmark: _Hlk211460481][bookmark: _Hlk211456842]Administrasi pembangunan secara umum adalah proses pengendalian usaha (administrasi) oleh negara/pemerintah untuk merealiasikan pertumbuhan yang direncanakan ke arah suatu keadaan yang dianggap lebih baik dan kemajuan di dalam berbagai aspek kehidupan bangsa.
Definisi administrasi pembangunan adalah segala usaha yang dilakukan oleh suatu negara/pemerintah dalam rangka untuk bertumbuh, berkembang, dan berubah ke arah suatu keadaan yang dianggap lebih baik dan kemajuan pada aspek kehidupan berbangsa.
Administrasi pembangunan berkaitan erat dengan upaya dan kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dan semua jajarannya.
Pengertian Administrasi Pembangunan menurut Para Ahli
Sondang P Siagian
Menurut Sondang P Siagian, Administrasi Pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan terencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nation-building).
J. B. Kristadi
Menurut J. B. Kristadi, Administrasi Pembangunan adalah administrasi negara yang mampu mendorong ke arah proses perubahan dan pembaharuan serta penyesuaian dan juga merupakan pendukung suatu perencanaan.
Paul Meadows
Menurut Paul Meadows, Administrasi Pembangunan adalah kegiatan mengatur masyarakat di bidang ekonomi dan perubahan sosial dalam hal menetapkan kebijakan publik.
Edward W. Weidner
Menurut Edward W. Weidner, Administrasi Pembangunan menggambarkan sebagai suatu pengembangan yang administratif dan administrasi dalam program pengembangan.
Bintoro Tjokroamidjojo
Menurut Bintoro Tjokroamidjojo, Administrasi Pembangunan adalah proses pengendalian usaha (administrasi) oleh negara/pemerintah untuk mewujudkan pertumbuhan yang direncanakan ke arah suatu keadaan yang dianggap lebih baik dan kemajuan di dalam berbagai aspek kehidupan bangsa.

Tujuan dan Fungsi Administrasi Pembangunan
Menurut Bintoro Tjokroamidjojo, terdapat 4 (empat) fungsi utama administrasi pembangunan, diantaranya yaitu:
Kepemimpinan Administratif
1. Kepemimpinan Inovatif
2. Administrator Pembangunan
Pendayagunaan Kelembagaan
Organisasi pemerintah diupayakan untuk melaksanakan dan meningkatkan pembangunan.
Pendayagunaan Kepegawaian
1. Pengadaan
2. Pembinaan
3. Pendidikan dan Latihan
Pendayagunaan Ketatalaksanaan
Apabila dihubungkan dengan organisasi maka disebut dengan masalah organisasi dan tatalaksana, termasuk prosedur dan tata kerja.
Bagi penyelenggaraan proses pembangunan, dibutuhkan Administrasi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan, hal ini mencakup:
1. Administrasi perencanaan dan program pembangunan. Seperti kemampuan dan mekanisme analisis, serta pembentukan kebijakan pembangunan, sistem perencanaan dan penganggaran.
2. Administrasi pembiayaan pembangunan. Seperti penyaluran biaya untuk keperluan berbagai aktivitas pembangunan yang memiliki sifat berbeda.
3. Administrasi program dan proyek pembangunan, termasuk tata cara koordinasinya.
4. Administrasi sistem pengawasan dan pengendalian, pengawasan atasan langsung fungsional.

Ruang Lingkup Administrasi Pembangunan
Secara umum ada 2 fungsi administrasi pembangunan, yaitu Pembangunan Administrasi dan Administrasi di bidang Pembangunan. Kedua fungsi tersebut saling berhubungan dan saling melengkapi dalam proses pembuatan kebijakan.
1. Administrasi Bagi Pembangunan
Dalam hal ini, administrasi bagi pembangunan memiliki arti bahwa kegiatan administrasi dilakukan dari dan untuk pembangunan. Umumnya dalam pelaksanaan ini menggunakan pendekatan manajemen karena akan berhubungan dengan manajemen pembangunan yang meliputi:
Perencanaan Pembangunan. Perencanaan pembangunan dibutuhkan karena kebutuhan pembangunan lebih besar daripada sumber yang tersedia. Dengan begitu, perencanaan pembangunan sangat penting untuk mengambil keputusan yang tepat sesuai dengan visi pembangunan. Unsur-unsur dalam perencanaan ini, diantaranya yaitu:
· Tujuan akhir yang dikehendaki.
· Sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya.
· Jangka waktu.
· Masalah yang dihadapi.
· Modal atau sumber daya yang akan digunakan.
· Kebijakan untuk melaksanakannya.
· Orang, organisasi, atau badan pelaksananya.
· Mekanisme pemantauan,evaluasi, dan pengawasan pelaksanaannya.
Pengerahan Sumber Daya. 
Pengerahan sumber daya diartikan sebagai upaya untuk memobilisasi sumber daya yang diperlukan untuk menunjang tujuan organisasi.
2. Pembangunan Administrasi
Hal ini berkaitan dengan pembaharuan administrasi sebagai tindak lanjut dari pembangunan administrasi, yaitu adanya perubahan birokrasi dengan unsur seperti:
1. Birokrasi harus bisa mendorong partisipasi masyarakat.
2. Birokrasi seharusnya tidak berpihak kepada yang kuat, namun lebih berorientasi kepada yang kurang berdaya.
3. Birokrasi berperan dalam mengarahkan dan memberdayakan masyarakat.
4. Birokrasi seharusnya terbuka dan bertanggungjawab.

Sejarah administrasi pembangunan
Ada 2 pola yang terjadi Pasca 
Perang dunia ke II yaitu :
1. Negara yang menang pada perang dunia II berhasrat untuk membantu negara yang kalah perang.
2. Munculnya negara baru. Perlu ada bantuan dari negara yang dahulu menjajah sebagai bentuk tanggung jawab moral. Munculnya bantuan dengan maksud menjadikan negara bekas jajahan sebagai sumber bahan mentah dan sebagai pasar dari produknya.
Macam bantuan
1. Bantuan Bidang Politik
1. Mempertahankan kelompok elit yang sepaham
2. Memperluas lingkaran pengaruh
3. Mencegah kekuasaan politik ke kelompok yang menjadi lawan negara tersebut.
4. Menjaga sikap politikus negara yang diberi bantuan
2. Bantuan Bidang Ekonomi
1. Bantuannya tidak gratis (bersifat altruistik semata-mata), karena dengan motif agar menjadi sumber bahan mentah dan menjadi bagian dari pasar internasionalnya
2. Bantuan ekonomi biasanya dalam bentuk hutang.
3. Hibah/bantuan sebenarnya tidak gratis, karena dibayar dengan sikap bersahabat.
3. Bantuan Bidang Militer
1. Penghibahan/penjualan senjata
2. Pendidikan militer bagi perwira
3. Pengiriman tenaga ahli dari negara maju
4. Bantuan Bidang Teknik.
1. Mengirimkan pakar ke negara yang membutuhkan (negara baru/kalah perang)
2. Membangun institusi pendidikan di negara yang membutuhkan.
3. Bantuan dalam bentuk fisik.

Bantuan tersebut menyadarkan para ahli di negara maju bahwa:
1. Teori administrasi negara tidak dapat diterima begitu saja di negara kalah perang/baru.
2. Perlu adanya ilmu administrasi khusus yang mengarah pada pembangunan atas dasar pemikiran inilah lahir Administrasi Pembangunan.
3. Perlu adanya perbandingan Administrasi Negara.
7 Ide pokok administrasi pembangunan
1. Pembangunan merupakan proses.
1. Pembangunan dilakukan secara berkelanjutan.
2. Terdiri dari tahap-tahap yg di satu pihak bersifat independen akan tetapi di pihak lain bersifat tanpa akhir (never-ending)
2. Pembangunan merupakan upaya yg secara sadar ditetapkan sebagai sesuatu untuk dilaksanakan.
3. Pembangunan dilakukan secara terencana (Mengambil keputusan saat ini untuk waktu yang akan datang).
4. Rencana pembangunan mengandung makna perubahan dan pertumbuhan.
1. Pertumbuhan: peningkatan kemampuan suatu negara bangga untuk berkembang dan tidak sekadar mampu mempertahankan kemerdekaan, kedaulatan, dan eksistensinya.
2. Perubahan: suatu negara harus bersikap antisipatif dan proaktif dalam menghadapi tuntutan situasi yang berbeda dari waktu ke waktu.
5. Pembangunan mengarah kepada modernitas.
1. Modernitas: cara hidup yang baru dan lebih baik daripada sebelumnya.
2. Cara berpikir yang rasional dan sistem budaya yang kuat tetapi fleksibel.
3. Tidak identik dengan westernisasi.
6. Modernitas tsb melalui berbagai kegiatan pembangunan yang multidimensional (Mencakup seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara yang mengejawantah dalam bidang poleksosbudhankam).
7. Semua hal di atas ditujukan kepada usaha pembinaan bangsa sehingga negara bangsa yang bersangkutan sejajar dengan bangsa lain.
10 tantangan masa depan
1. Globalisasi Ekonomi
2. Pengangguran
3. Tanggung Jawab Sosial
4. Pelestarian Lingkungan Hidup
5. Peningkatan Mutu Hidup
6. Penerapan norma-norma moral dan etika
7. Keanekaragaman tenaga kerja
8. Pergeseran konfigurasi demografi
9. Penguasaan dan pemanfaatan perkembangan IPTEK
10. Tantangan di Bidang Politik

